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PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
NOMOR  28/Permentan/SR.130/5/2009 

TENTANG 
PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN, 

Menimbang:  a.  bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
02/Pert/HK.060/2/2006 telah ditetapkan Pupuk Organik dan 
Pembenah Tanah; 

  b.  bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
selain pupuk organik dan pembenah tanah, berkembang 
industri Pupuk Hayati untuk sektor pertanian; 

  c. bahwa untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan, 
keanekaragaman hayati, konsumen/pengguna, dan memberikan 
kepastian usaha bagi produsen/pelaku usaha pupuk organik, 
pupuk hayati dan pembenah tanah yang diedarkan di wilayah 
negara RI harus memenuhi standar mutu dan terjamin 
efektivitasnya; 

  d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu 
meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
02/Pert/HK.060/2/2006 dan menetapkan ketentuan mengenai 
pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah; 
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Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara 3274); 

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establising The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 35); 

  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3611); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 

  7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan 
Lembaran Negara  3910); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 

 11.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan 
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Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang 
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4498); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

 14.  Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 

 15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan 
Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 

 16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;  

 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984 
tentang Pemasukan Media Pertumbuhan Tanaman Kedalam 
Wilayah Negara Republik Indonesia; 

 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 
tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan 
Penggunaan Pupuk An-Organik; 

 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/OT.140/7/2005 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
11/Permentan/OT.140/2/2007; 

 20.  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 
tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
12/Permentan/OT.140/2/2007; 
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 21.  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/ 
8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di 
Bidang Pertanian;   

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PUPUK 

ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa tanaman dan/atau 

kotoran hewan yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau 
cair dan dapat diperkaya dengan bahan mineral alami dan/atau mikroba 
yang bermanfaat memperkaya hara, bahan organik tanah, dan memperbaiki 
sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 

2. Pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri dari mikroba yang dapat 
meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. 

3. Pembenah tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau 
mineral berbentuk padat dan cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, 
kimia dan biologi tanah. 

4. Formula pupuk organik adalah komposisi bahan-bahan organik dan mineral 
alami penyusun pupuk organik 

5. Formula pupuk hayati adalah komposisi mikroba/mikrofauna dan bahan 
pembawa  penyusun pupuk hayati 

6. Formula pembenah tanah adalah komposisi mineral alami dan/atau bahan 
sintetis/organik penyusun pembenah tanah . 

7. Rekayasa formula pupuk organik adalah serangkaian kegiatan rekayasa, 
baik secara kimiawi, fisik, dan/atau biologis untuk menghasilkan formula 
pupuk organik. 

8. Rekayasa formula pupuk hayati adalah serangkaian kegiatan rekayasa 
pupuk hayati, baik secara kimiawi, fisik, dan/atau biologis untuk 
menghasilkan formula pupuk hayati. 

9. Rekayasa formula pembenah tanah adalah serangkaian kegiatan rekayasa 
pembenah tanah, baik secara kimiawi, fisik, dan/atau biologis untuk 
menghasilkan formula pembenah tanah. 
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10. Uji mutu pupuk organik adalah analisis kandungan hara, mineral logam 
berat dan mikroba patogen yang dilakukan di laboratorium berdasarkan 
metode analisis yang ditetapkan. 

11. Uji mutu pupuk hayati adalah analisis kandungan jenis, populasi dan fungsi 
mikroba/mikrofauna, serta patogenisitas di laboratorium berdasarkan 
metode analisis yang ditetapkan. 

12. Uji mutu pembenah tanah adalah analisis kandungan pembenah tanah yang 
dilakukan di laboratorium berdasarkan metode analisis yang ditetapkan. 

13. Sertifikat hasil uji mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh 
lembaga yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa produk telah 
memenuhi standar mutu yang ditetapkan. 

14. Surat keterangan mutu adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh 
lembaga uji mutu untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar 
mutu yang ditetapkan. 

15. Standar mutu adalah kandungan pupuk organik, jenis dan populasi 
mikroba/mikrofauna dalam pupuk hayati, atau kandungan pembenah tanah 
yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau 
yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis 
Minimal. 

16. Uji efektivitas pupuk organik adalah uji lapang atau rumah kaca untuk 
mengetahui pengaruh dari pupuk organik terhadap pertumbuhan dan/atau 
produktivitas tanaman, efisiensi pemupukan, atau peningkatan kesuburan 
tanah.  

17. Uji efektivitas pupuk hayati adalah uji lapang atau rumah kaca untuk 
mengetahui pengaruh dari pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan 
produktivitas tanaman, efisiensi pemupukan, peningkatan kesuburan tanah 
atau kesehatan tanah. 

18. Uji efektivitas pembenah tanah adalah uji laboratorium, rumah kaca atau 
lapangan untuk mengetahui pengaruh dari pembenah tanah terhadap 
perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. 

19. Persyaratan teknis minimal pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah 
tanah adalah standar mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam 
peraturan ini. 

20. Pengadaan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah adalah 
kegiatan penyediaan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah 
baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri. 


